PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR A TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu membetuk Tim Pelaksana Penyusun Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusun
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor .5 A
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N omor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementrian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
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Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim  Pelaksana Penyusun Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan susunan
Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk:

1. mengumpulkan data;

2. menyusun konsep Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);

3. memverifikasi data;

4. menetapkan hasil Penyusunan Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP); dan

S. melaporkan hasil penyusunan TPP ASN kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Jumari 02

BUPATI PASANGKAYU,

e
AGUAI\?’DJ IWA
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LAMPIRANI : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : A TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Jonuess 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  PELAKSANA  PENYUSUN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

SUSUNAN TIMPELAKSANA PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

PEMBINA : 1. BUPATI; DAN
2. WAKIL BUPATI.

KETUA : SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ANGGOTA KEPALA BPKAD;

INSPEKTUR INSPEKTORAT;

KEPALA BAPPEDA LITBANG;

KEPALA BKPPD;

KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA; DAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA.
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BUPATI PASANGKAYU,

Acé AMBO DJIWA
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